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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 129/PMK.07/2021 

TENTANG 

PENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR 

DANA BAGI HASIL PADA TAHUN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) 

Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2021, rincian kurang bayar dana bagi 

hasil menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 

Umum, dan Dana Otonomi Khusus  sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang 

Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan 

Dana Otonomi Khusus, alokasi kurang bayar dana bagi 

hasil dan lebih bayar dana bagi hasil menurut daerah 

provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri Keuangan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
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dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi 

Hasil pada Tahun 2021; 

 

Mengingat : 1.   Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

4. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 266); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 1031);  

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 

Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi 

Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1681);  
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN 

KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL PADA 

TAHUN 2021. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah 

dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka 

persentase tertentu dari pendapatan negara untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. 

2. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut 

Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang antara DBH 

yang dihitung berdasarkan realisasi rampung 

penerimaan negara dengan DBH yang telah disalurkan 

ke Daerah atau DBH yang dihitung berdasarkan 

prognosis realisasi penerimaan negara pada satu tahun 

anggaran tertentu. 

3. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disebut 

Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih antara DBH yang 

dihitung berdasarkan realisasi rampung penerimaan 

negara dengan DBH yang telah disalurkan ke Daerah 

atau DBH yang dihitung berdasarkan prognosis realisasi 

penerimaan negara pada satu tahun anggaran tertentu. 

  

Pasal 2 

Penetapan Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH dalam 

Peraturan Menteri ini meliputi: 

a. Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan 

Batubara Tahun Anggaran 2018; 

b. Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Kehutanan 

Tahun Anggaran 2019; 

c. Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2020; 

d. Lebih Bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 

2019; dan 
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e. Lebih Bayar DBH Tahun Anggaran 2020. 

 

Pasal 3 

Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Mineral dan 

Batubara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf a merupakan royalti sebesar 

Rp18.262.394.790,00 (delapan belas miliar dua ratus enam 

puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh 

ratus sembilan puluh rupiah). 

 

Pasal 4 

Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan Tahun Anggaran 2019 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah 

sebesar Rp56.420.913.668,00 (lima puluh enam miliar 

empat ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu 

enam ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas: 

a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebesar 

Rp54.589.081,00 (lima puluh empat juta lima ratus 

delapan puluh sembilan ribu delapan puluh satu 

rupiah); 

b. Provisi Sumber Daya Hutan sebesar 

Rp27.016.576.354,00 (dua puluh tujuh miliar enam 

belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus 

lima puluh empat rupiah); dan 

c. Dana Reboisasi sebesar Rp29.349.748.233,00 (dua 

puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh sembilan 

juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu dua ratus 

tiga puluh tiga rupiah). 

 

Pasal 5 

Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2020 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah sebesar 

Rp35.598.811.500.736,00 (tiga puluh lima triliun lima ratus 

sembilan puluh delapan miliar delapan ratus sebelas juta 

lima ratus ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), terdiri 

atas: 

a. Kurang Bayar DBH Pajak Penghasilan sebesar 

Rp13.520.201.285.588,00 (tiga belas triliun lima ratus 
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dua puluh miliar dua ratus satu juta dua ratus delapan 

puluh lima ribu lima ratus delapan puluh delapan 

rupiah), terdiri atas: 

1. DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 

Rp12.003.997.064.738,00 (dua belas triliun tiga 

miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta 

enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh 

delapan rupiah); dan 

2. DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 

sebesar Rp1.516.204.220.850,00 (satu triliun lima 

ratus enam belas miliar dua ratus empat juta dua 

ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh 

rupiah); 

b. Kurang Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 

Rp10.441.496.846.947,00 (sepuluh triliun empat ratus 

empat puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh 

enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu 

sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas: 

1. Bagi Rata sebesar Rp1.020.441.106.982,00 (satu 

triliun dua puluh miliar empat ratus empat puluh 

satu juta seratus enam ribu sembilan ratus 

delapan puluh dua rupiah); 

2. Bagian Daerah sebesar Rp9.097.656.134.622,00 

(sembilan triliun sembilan puluh tujuh miliar enam 

ratus lima puluh enam juta seratus tiga puluh 

empat ribu enam ratus dua puluh dua rupiah); dan 

3. Biaya Pemungutan sebesar Rp323.399.605.343,00 

(tiga ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus 

sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima ribu 

tiga ratus empat puluh tiga rupiah);  

c. Kurang Bayar DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar 

Rp366.036.214.211,00 (tiga ratus enam puluh enam 

miliar tiga puluh enam juta dua ratus empat belas ribu 

dua ratus sebelas rupiah); 

d. Kurang Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi 

dan Gas Bumi sebesar Rp5.382.032.708.273,00 (lima 

triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar tiga puluh 


